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Bawaslu Kabupaten Karanganyar Menangani 0 Kasus
Penyelesaian Sengketa selama pemilu tahun 2024



CAPAIAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTIFIPATIF, DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

19 Koordinasi dan Supervisi
dalam Identifikasi Kerawanan
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Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah
menyusun kegiatan membahas

mengenai identifikasi kerawanan yang
terjadi pada masa tahapan pemilu

maupun potensi pelanggaran 
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3

4
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51  Surat Edaran & Surat Intruksi
Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif

menyampaikan surat edaran dan surat intruksi
pencegahan yang dikirimkan kepada

stakeholder, parpol, serta jajaran pengawas
pemilu kecamatan dan kelurahan/desa 

17 Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuka
layanan laporan posko aduan masyarakat
seperti posko aduan data pemilih, posko
aduan cek DPT Online, dan posko aduan

keanggotaan partai politik 

49 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif 

Bawaslu Kabupaten Karanganyar giat
melaksanakan audiensi bersama
dengan stakeholder Kabupaten

Karanganyar dan ormas

7 Audiensi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar
menyelenggarakan sosialisasi

pengawasan partisipatif
menggandeng masyarakat, kelompok

sasaran disabilitas, pelajar, hingga
ormas dan tokoh agama

3Perjanjian Kerjasama   
Bawaslu Kabupaten Karanganyar

melaksanakan perjanjian kerjasama
dengan instansi pendidikan, desa

pengawasan, dan desa politik uang



Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) 
DPRD Kabupaten Karanganyar
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TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
SELAMA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024

4

Pelanggaran
Administratif

Pelanggaran Kode EtikTindak Pidana Pemilu

Pelanggaran Hukum
 Lainnya

3

1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran
Administrasi (Pantarlih Tidak melakukan
Coklit sesuai Regulasi)

     (Kecamatan Karangpandan)

 
1 (satu) Laporan Dugaan Pelanggaran Di Luar
perundang-undangan pemilu (ASN melakukan
kampanye melalui media sosial)
1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran Di Luar
Perundang-Undangan Lainnya (ASN menjadi
pelaksana Kampanye Partai Politik)
1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran Di Luar
Perundang-Undangan Lainnya (ASN membantu
persiapan verfak calon DPD) (Kecamatan Jenawi)
1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran Di Luar
Perundang-Undangan Lainnya  (ASN
mengkampanyekan calon legislatif pada masa
tahapan pencalonan legislatif )

1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran
Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar
Jadwal)
1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran
Pidana (ASN menjadi pelaksana
Kampanye Partai Politik)
1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran
Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar
Jadwal )

      (Kecamatan Karanganyar)

1 (satu) Laporan Dugaan Kode Etik
Penyelenggaraan Pemilu (Rekrutmen PTPS)



Penertiban APK di
Kabupaten Karanganyar

KECAMATAN TOTAL APK

COLOMADU 3.479

GONDANGREJO 6.645

JATEN 2.620

JATIYOSO 1.039

JATIPURO 4.504

JENAWI 1.209

JUMANTONO 2.526

JUMAPOLO 3.569

KARANGANYAR 5.268

KECAMATAN TOTAL APK

KARANGPANDAN 3.240

KARANGPANDAN 3.152

KEBAKKRAMAT 5.268

KERJO 3.131

MATESIH 3.769

MOJOGEDANG 2.605

NGARGOYOSO 3.688

TASIKMADU 3.129

KAB KARANGANYAR 5.758

64,599
APK TELAH DITERTIBKAN

OLEH KABUPATEN
KARANGANYAR

SEBANYAK



HASIL PENGAWASAN
DISTRIBUSI LOGISTIK

Pelaksanaan Koordinasi
Langkah ini merupakan bagian pengawasan untuk memperoleh
informasi atau data-data kebutuhan dengan menelusuri
kelengkapan kebenaran, akaurasi data dan informasi 

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan perencanaan
pengawasan yaitu dengan menyusun jadwal pengawasan, untuk
mengetahui jadwal pencetakan. pengadaan, hingga
pendistribusian logistik di masing-masing tingkatan

Pemetaan Data Logistik
Bawaslu kabupaten Karanganyar perlu mempersiapkan data
sebagai bahan dasar untuk menentukan suatu kegiatan yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten karanganyar maupun perusahaan
penyedia sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan.

Tracking Data Perusahaan 
Pengawas memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan
logistik tidak terafiliasi dengan salah satu peserta pemilu.

Pemenuhan Logistik Pemilu
Pengawasan pemenuhan logistik pemilu dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Karanganyar berdasarkan prinsip kepatuhan yang
dilakukan secara Tepat Jenis, Tepat Waktu, Tepat Sasaran.

1.

2.

3.

4.

5.

Surat Suara Pilpres

Surat Suara DPR RI

Surat Suara DPR Provinsi

Surat Suara DPD

Surat Suara DPRD Kab

Kotak Suara

Bilik Suara

Tinta

Segel

Kunci dan Gembok

Alat Pencoblosan

Template

Perencanaan Pengawasan
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ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH 
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

Sejumlah 45 orang telah
terpilih menjadi anggota

legislatif DPRD
Kabupaten Karanganyar

Terdapat 6 partai politik
yang memperoleh kursi

anggota legislatif terpilih
DPRD Kabupaten

Karanganyar

Kursi Legislatif
4545

29 Pertahana 16  Wajah Baru

16 29
Jenis Kelamin

Posisi



Laki-Laki Perempuan Jumlah
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Data Pemilih Pada Pemilu
Pilpres dan Pileg Tahun 2024

Kabupaten Karanganyar

348.719 359.248 707.967

1.938 2.373 4.311

1.329 1.657 2.986

348.719
Pemilih Perempuan
359.248

Pemilih Laki-laki



HAK & KEWAJIBAN 
PEMOHON INFORMASI 

Hak Pemohon Informasi :
Pemohon berhak mengajukan permohonan dengan
sarana yang telah disediakan oleh Bawaslu;
Pemohon berhak mendapatkan bantuan pada saat
mengajukan permohonan informasi atau
pendampingan bagi pemohon berkebutuhan
khusus.
Pemohon berhak menyampaikan pertanyaan,
saran, dan pengaduan terkait pelayanan informasi
Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima
permohonan informasi;
Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan
atas permohonan yang diajukan;
Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang
perpanjangan masa pemberitahuan dari Bawaslu;
Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima
pemberian informasi;
Pemohon berhak mengajukan keberatan terhadap
prosedur pelayanan, biaya pelayanan atau
terhadap penolakan permohonan informasi;

Pemohon berhak mendapatkan informasi sesuai
permintaan (subjek informasi, cara mendapatkan, bentuk
informasi);
Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang
prosedur pelayanan, maklumat pelayanan, hak pemohon,
dan informasi lain terkait proses pemenuhan hak atas
informasi;
Pemohon berhak mendapatkan perlindungan data pribadi;
Pemohon berhak mengajukan permohonan sengketa ke
Komisi Informasi jika tidak dapat menerima atau tidak
puas dengan respon Badan Publik (Atasan PPID) terhadap
keberatan yang diajukan pemohon.

Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi :
Pemohon wajib memenuhi syarat yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan dalam mengajukan
permohonan atau keberatan;
Pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengguna informai wajib mencantumkan sumber
informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;


